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ABSTRAK :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf C Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati 
dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

 
Bahwa untuk melaksanakan letentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi 
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernura, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyuasin, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Banyuasin Tahun 2018. 

  
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin 
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4181); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menajdi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 
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Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2008; 
 
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta 
pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota; 
 
Peraturan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota; 
 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 
: 2/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota 
serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 
Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil 
Gubernur Sumatera Selatan 2018; 
 
Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 01/Hk.03.1-
Kpts/KPU.BA/VI/2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 
2018. 
 
 

 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 
06/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-KBA/IX/2017: 

 Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten, 

serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018. 

  
CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai 

tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2017. 
- Lampiran 30 Halaman. 

jdih.kpu.go.id/sumsel/


